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@ PENDAHULUAN @ METODOLOGI

Latar Belakang

« Desa dipahami sebagai organ konstitusional dalam arti fungsional yang Metode Penelitian Objek dan Bahan
menjalankan sebagian kewenangan publik atas dasar kedaulatan rakyat. Hukum normatif dengan pendekatan konseptual, Norma, konsep, asas, dan prinsip hukum; praktik
« UU No. 6 Tahun 2014 masih menunjukkan ketegangan antara perluasan perundang-undangan, dan teoritik. kelembagaan Desa/Kampung Pancasila di lima
kewenangan desa dan pembatasan kekuasaan: kepala desa dominan, wilayah (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
sedangkan checks and balances melalui BPD belum dirancang optimal. Papua). Tanpa populasi atau sampel statistik.

Kajian Desa/Kampung Pancasila umumnya masih pada dimensi sosial-kultural; EeliEm [Ela Al Bria
kerangka konstitusionalisme Pancasila untuk desain kelembagaan desa belum
tersedia. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kualitatif deskriptif: editing, classifying, verifying,

Masalah interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Bagaimana manifestasi prinsip  konstitusionalisme Pancasila dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa?
Bagaimana desain kelembagaan Desa Pancasila yang sesuai dengan prinsip

Kerangka teori: Konstitusionalisme, Organ, Sistem Hukum (Friedman); pengayaan: Negara
Paripurna (Yudi Latif) dan Confucian Constitutionalism (Bui Ngoc Son)
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tersebut? ) _ _ Langkah-langkah Penelitian
* Norma etik apa yang harus diimplementasikan untuk mewujudkannya? e e
Tujuan . -
. . _ L . ) Penelusuran dan Analisis Perumusan model Penyusunan Diseminasi dan
*« Memetakan manifestasi prinsip  konstitusionalisme Pancasila dalam inventarisasi konseptual dan desain artikel ilmiah pelaporan akhir
pemerintahan desa. bahan hukum normatif kelembagaan Desa
. . Pancasila
« Menyusun desain kelembagaan Desa Pancasila. Luaran: Peta literatur Luaran: Kerangka Luaran: Model Luaran: Draf artikel Luaran: Seminar dan
U Mengidentifikasi norma etik yang harus diimplementasikan. AR konstitusional konseptual laporan akhir ) )

fm HASIL

Hasil sementara yang sudah diperoleh

Pemetaan Lima Wilayah Tujuh Dimensi Manifestasi Desain Kelembagaan Desa Pancasila

Sumatera Jawa Kalimantan @ Regulasi Kemitraan Partisipasi
@ Struktur dan fungsi kelembagaan

X ) Akuntabilitas Checks and balances
© Mekanisme pengambilan keputusan

Sulawesi Papua

Pengembangan Desa/Kampung Pancasila banyak melalui o Partisipasi masyarakat * BPD: lembaga representasi dan pengawasan.
kegiatan sosial kemasyarakatan, toleransi, kerukunan, N * Musyawarah Desa: instrumen deliberatif.
gotong royong, solidaritas sosial, dan pendidikan Pancasila. @ Akuntabilitas dan pengawasan + Tanpa pemisahan kekuasaan yang kaku, dengan ruang

@ Perlindungan hak warga variasi lokal.
@ Budaya hukum

Temuan sementara: nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam struktur, fungsi, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban, bukan sekadar dicantumkan dalam

dokumen.
Luaran (per laporan kemajuan) Status Dalam proses (draf)
Surat Keterangan Seminar Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Tercapai Artikel ilmiah jurnal Q3, Hak Cipta, dan produk hasil penelitian.
Hasil pengukuran TKT level 2 sampai 4 Tersedia Target berikutnya
Artikel ilmiah jurnal Q3 Draf Penyempurnaan desain agar lebih operasional, indikator dan parameter Desa
Satu Hak Cipta Drat Pancasila, pend_alaman praku_k di berbagai Desa/Kampung Pancasila, serta
pedoman normatif Desa Pancasila.

Produk hasil penelitian Draf
\ .
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@ PEMBAHASAN KESIMPULAN (SEMENTARA)

« Prinsip konstitusionalisme Pancasila dapat dimanifestasikan dalam pemerintahan
desa melalui tujuh dimensi: regulasi, struktur kelembagaan, pengambilan
keputusan, partisipasi, akuntabilitas dan pengawasan, perlindungan hak warga,

* Pencantuman nilai Pancasila dalam dokumen atau peraturan belum cukup; nilai perlu
diterjemahkan ke struktur, fungsi, prosedur, perilaku aparatur, partisipasi, dan

pertanggungjawaban.
* Substansi, struktur, dan budaya hukum saling terkait dan bekerja timbal balik atam vty hukum. i . o
(Friedman). « Implementasi Desa Pancasila memerlukan penerjemahan nilai ke dalam struktur

dan prosedur.
« Penelitian telah mencapai tahap perumusan konstruksi desain kelembagaan;
penyempurnaan dan validasi empiris masih berjalan.

« Desain Desa Pancasila memerlukan tiga lapisan: normatif, institusional, dan kultural.

Implikasi Praktis
¢ Penguatan fungsi BPD, optimalisasi Musyawarah Desa, peningkatan kapasitas

aparatur, dan penguatan literasi hukum masyarakat. Rekomendasi Lanjutan
« Kerangka acuan bagi pemerintah pusat, BPIP, Kemendagri, Kementerian Desa, ¢ Indikator dan parameter, pedoman normatif, penelitian empiris pada
\ pemerintah daerah, dan pemerintah desa. ) K Desa/Kampung Pancasila, dan kajian komparatif konstitusionalisme berbasis niIaiJ
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